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Abstract 
The rights facility for all citizen there seems not yet fully implemeted, 
especially for person with disabillity which is rights to have accreditation and 
education,  the are not facilitated by the state. This also affects for independence 
of person with disabillity, which is they should obtain the facilities and 
infrastructure in accordance with the acces that set by government. We can see the 
general infrastructure builidings like mall, the builidings that own by government, 
sidewalk, and the road specifically designated for person with disabillities that 
that are not propertly used.   
This research had purpose to find out : 1) how the government fullfil 
infrastructure requiresment for the person with disabillity in Malang; 2) To find 
out how far the regional government on implementing and regulating 
infrastructure for the person with disabillity.   
The methods of this research is juridicial and empiricial. The kind of this 
approach is sociological, the data source for this research is primary and 
secondary data. The data collection techniques were carried out by observation 
with interview. 
The result of research concluded that infrastructure for the person of 
disabillty that are not properly used, the minimum of general facilities and public 
service facilities there are make the person with disabillty didn’t have any free 
space, so the person with disabillty had difficult situation for being independence 
life. 
Hak fasilitas publik untuk semua warga negara nampaknya belum 
seluruhnya terlaksana terutama saya menekankan kepada penyandang disabilitas 
dimana haknya dalam memperoleh aksebelitas, pendidikan, tidak difasilitasi oleh 
negara.Hal ini juga berpengaruh dalam kemandirian kaum disabilitas dengan 
sarana prasarana yang diperolehnya demi kenyamanan akses. bisa dilihat di 
pembangunan-pembangunan infrastruktur yang bersifat umum seperti mall, 
gedung instansi milik kepemerintahan, trotoar, dan jalan yang khusus di 
peruntuhkan untuk kaum disabilitas yang tidak terpenuhi secara merata.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Untuk 
mengetahuiBagaimanapemenuhan infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas di 
Kota Malang; 2) Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan dan implementasi aturan infrasturktur Penyandang Disabilitas. 
Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian “yuridis 
empiris”. Jenis dan pendekatan penelitian ialah pendekatan sosiologis. Sumber 
data dalam penelitian ini terdiri dari; Data primer, Data sekunder, Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi dengan teknik interview. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa infrastruktur bagi 
penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, kurangnya fasilitas – fasilitas 
umum maupun fasilitas pelayanan publik membuat penyandang disabilitas tidak 
memiliki ruang gerak bebas, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk 













HAM yang diberlakukan untuk semua warga negara nampaknya belum 
seluruhnya terlaksana terutama saya menekankan kepada penyandang disabilitas 
dimana haknya dalam memperoleh aksebelitas, pendidikan, juga hak 
berpolitiknya tidak difasilitasi oleh negara. Bisa dilihat dalam Undang-Undang 
Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat ke 8. “Aksesibilitas adalah 
kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna 
mewujudkanKesamaan Kesempatan”.Hal ini juga berpengaruh dalam 
kemandirian kaum disabilitas dengan sarana prasarana yang diperolehnya demi 
kenyamanan akses. bisa dilihat di pembangunan pembangunan infrastruktur yang 
bersifat umum seperti mall, gedung instansi milik kepemerintahan, trotoar, dan 
jalan yang khusus di peruntuhkan untuk kaum disabilitas yang tidak terpenuhi 
secara merata.  
Dengan beberapa aturan yang mejadi pedoman pelaksanaan Hak Asasi 
Manusia ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan 
secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman 
kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan Hak 
Asasi Manusia diberikan kepada masing-masing individu.  
Hal ini bernilai bahwa kemerdekaan akan dikatakan merdeka jika berada 
dalam sebuah kondisi dimana tidak adanya penindasan menjadi tolak ukur 
terciptanya sebuah kemerdekaan yang pastinya sudah dapat dinikmati oleh bangsa 
hingga saat ini. Selain itu, hubungan HAM dengan Pembukaan, diperlihatkan 
secara khusus sebagai sebuah hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan 
Negara. Bagi Bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam 
Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar 
tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar 
budaya bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional 
(The Universal Declaration of Human Rights 1948).  
Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk 
mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki 
warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai 
manusia.  
Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak 
bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati 
kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian 
kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun 
mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini 
harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum 
yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan 
lain halnya lagi.  
Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas dalam ketentuan umum Pasal 1 : 
“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak” 
Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang 
disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada disksirminasi 
dan pembedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, 
bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh 
segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak 
memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri.  
Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang 
disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. 
Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang 
menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur 
tentang bagaimana penyadang cacat memperoleh perlindungan hukum.  
Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1999 dituliskan bahwa: “Setiap penyandang 
cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak 
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”Hal di atas jelas cukup untuk 
menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya 
memperoleh perlakuan khusus.  
 Namun, perlakuan khusus bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi 
masyarakat lain atau non disabillitas. Alasannya hanya satu, UU membolehkan 
mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran 
disabilitas yang mereka alami. Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak 
boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak 
mendapatkan pelayanan khusus.  
 Tapi, lagi-lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi 
penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan 
seringkali termarginalkan. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem 
kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki 
hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi.  
 
Metode Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah “yuridis empiris”. 
Jenis dan pendekatan penelitian ialah pendekatan sosiologis. Sumber data dalam 
penelitian ini terdiri dari; Data Primer, Data Sekunder, Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dengan teknik interview. 
 
Hasil Pembahasan 
Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas, maka setidaknya telah menunjukan keseriusan 
pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas.
1
 Perlindungan dan 
jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki 
kesempurnaan fisik dan mental tetapi juga kepada kelompok rentan seperti 
penyandang disabilitas, justru jaminan perlindungan hak bagi para penyandang 
disabilitas ini harus lebih ditangkatkan. Penyandang Disabilitas adalah orang yang 
memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu 
yang lama.  
Tetapi pada kenyataannya penyandang disabilitas masih banyak yang 
belum mendapatkan perlakuan khusus dari masyarakat, mereka masih sering 
mendapat perlakuan kurang baik atau yang biasa disebut bulliying. Untuk masalah  
dalam menyediakan infrastruktur, pemerintah kurang begitu memperdulikan agar 
penyandang disabilitas dapat melakukan aktifitas secara mandiri, contoh kecil 
pemerintah kurang begitu memperhatikan penyandang disabilitas yaitu pada 
trotoar jalan yang masih banyak pengguna sepeda motor parkir sembarangan. 
Sudah jelas ini sangat mengganggu pejalan kaki apalagi penyandang disabilitas. 
Negara telah menjamin pemenuhan hak difabel melalui instrumen hukum 
nasional, namun pelaksanaan dari instrumen tersebut tidak sepenuhnya 
direalisasikan sehingga negara terkesan mendiskriminasi atau mengabaikan hak 
dari difabel. Tidak seluruh fasilitas pelayanan publik menyediakan aksesbilitas, 
seperti pada lingkungan pendidikan, terminal, penginapan, termasuk pada 
bangunan gedung pada lembaga perbankan namun beberapa bangunan kantor 
telah dilengkapi aksesbilitas bagi difabel.
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Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki 
kewajiban: menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang 
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disabilitas”. Akan tetapi pelaksanaan pasal tersebut belum benar-benar terlaksana 
jika dilihat dari penelitian yang dilakukan pada kota Malang.  
Pemerintah sudah menyediakan beberapa titik lokasi trotoar untuk  
penyandang disabilitas tuna netra salah satunya di Jalan Trunojoyo, kecamatan 
Klojen yang trotoar itu sudah ada guiding blocknya namun fungsi trotoar yang 
dilengkapi dengan guiding block atau blok yang berfungsi sebagai penunjuk yang 
berupa ubin berpola berfungsi sebagai petunjuk untuk disabilitas netra tersebut 
dirasa kurang begitu efektif karena terputus oleh pohon, bukan hanya faktor 
terputus oleh pohon saja fungsi trotoar dan guiding block dirasa kurang efektif 
disebabkan adanya mobil yang parkir diatas trotoar bahkan tukang parkir yang 
menata sepada motor diatas trotoar sehingga menutupi akses pejalan kaki belum 
lagi papan penunjuk toko yang memenuhi bahu jalan.  Lalu di beberapa taman di 
Kota Malang salah satunya taman merjosari yang terletak di kecamatan 
Lowokwaru sudah ada handrail, lalu sudah disediakan jalan yang landai untuk 
pengguna kursi roda, sebenarnya sudah banyak tempat-tempat yang sudah 
aksesbilitas bagi penyandang disabilitas namun memang tidak semuanya, karena 
terkait dengan anggaran, sasaran dan sebagainya. Bahkan sekarang tempat ibadah 
seperti Masjid sudah mulai ada jalan yang landai, lalu seperti di mall-mall tidak 
hanya ada eskalator saja namun juga sudah dilengkapi travelator disitu. 
Namun untuk masalah transportasi nampaknya pemerintah belum begitu 
memperhatikan bagaimana transportasi yang aksesibel bagi penyandang 
disabilitas. Sebagai contoh untuk bus tuna daksa, angkutan umum untuk 
tunadaksa. Sehingga bagi penyandang hambatan gerak seperti tunadaksa 
diharuskan memiliki kendaraan sendiri jika ingin bepergian. 
Berdasarkan pengamatan sejauh ini ada beberapa titik lokasi yang 
sebenarnya belum memiliki akses bagi para penyandang disabilitas. Misalnya 
halte-halte kendaraan umum. Juga beberapa gedung pemerintahan seperti gedung 
Balaikota Malang, yang belum memiliki akses untuk kursi roda dan pagar 
pengaman untuk penyandang tunanetra.
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Begitu juga pada fasilitas pelayanan publik yang masih kurang ramah bagi 
penyandang disabilitas. Malang sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan 
seharusnya lebih memperhatikan lagi infrastruktur yang dapat dengan mudah 
diakses oleh penyandang disabilitas. Kurang tersedianya toilet khusus bagi 
penyandang disabilitas, halte, dan akses-akses lain yang membantu penyandang 
disabilitas membuat para penyandang disabilitas tidak dapat melakukan 
aktifitasnya secara mandiri. Dalam faslitas pelayanan publik untuk jalur 
pedestrian, pintu yang mudah dibuka atau ditutup, tulisan petunjuk informasi, 
jalan landai untuk pengguna kursi roda, handrail, guidding block, lift untuk 
bangunan gedung berlantai lima sudah tersedia. Namun masih banyak yang 
mengabaikan pentingnya ketersediaan toilet untuk penyandang disabilitas dan 
juga transportasi bagi penyandang disabilitas. 
Fakor yang membuat tidak sepenuhnya infrastrukur penyandang 
disabilitas terpenuhi adalah anggaran pemerintah yang tidak bisa mencukupi 
segala aksesibilitas bagi disabilitas, dan juga letak geografis. 
Selain menyediakan infrastruktur pemerintah melakukan pelatihan untuk 
mendirikan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas. Untuk penyandang 
disabilitas laki-laki dilakukan pelatihan keterampilan dalam bidang las dan untuk 
penyandang disabilitas perempuan dilakukan pelatihan memasak. 
 
Penutup 
Secara garis besar infrastruktur bagi penyandang disabilitas belum 
terpenuhi, itu semua dapat ditemui pada lokasi trotoar yang tidak semua 
dilengkapi dengan guiding block serta beberapa taman yang belum dilengkapi 
handrail. Juga fasilitas-fasilitas yang lainnya, seperti transportasi, toilet khusus 
penyandang disabilitas, akses jalan yang memadai. Tampak pemerintah kurang 
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